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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan uraian pembahasan di atas 

dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Dalam Hal keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara hanya memilki kuota perempuan 0,06% 

dalam kuantitas masih belum memenuhi akan tetapi perempuan 

berusaha secara maksimal. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian 

dimana kurangnya kuota keterwakilan yang menjadi faktor 

penghambat pada saat sidang pembahasan Anggaran Pendatan dan 

Belanjah Daerah belum maksimal untuk memperjuangkan 

kebutuhan perempuan. 

2. Untuk hak pada proses pembahasan anggara dan pendaptan daerah 

perempuan diberikan ruang khusus dengan melakukan di masing-

masing fraksi untuk meminta pendapat serta dukungan  untuk 

menyampaikan pendapat dan argumentasi seputar kebutuhan 

perempuan yang memang penting sesuai dengan kebutuhan. 

Perempuan termasuk dalam mendapatkan hak yang sama dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2018 

mencakup program prioritas dan mengutungkan masyarakat 

perempuan. 

3. Keberadaan perempuan mampu mempengaruhi kinerja didewan 

perwakilan rakyat daerah nusa tenggara barat menjadikan eksistensi 
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perempuan dalam jabatan-jabatan politik yang strategis di rana 

publik dalam mampu  merumuskan kebijakan dan menggunakan hak 

suara 30% sesuai dengan UU No. 8 tahun 2018 dalam partisipasi 

sidang paripurna penyusunan anggaran pendatan dan belanja daerah. 

5.2 Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan makan saran yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Partai politik lebih meningkatkan kualitas dalam perekrutan 

perempuan dan memberikan sekolah politik agar perempuan 

memenuhi standar sebagai bakal calon DPRD. 

2. Lebih fokus pada program-program khusus perempuan yang harus 

diperjuangkan pada proses sidang pembahasan APBD. 

3. Membuka akses dan situs resmi untuk pengaduan serta menanpung 

aspirasi perempuan jika ada beberapa kelompok yang ingin 

berkultasi secara langsung 
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